
SALINAN

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 61 TAHUN 2020

■ TENTANG .

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

- PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ,

, TAHUN ANGGARAN 2019

• DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

| BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuàn Pasal 13 Peraturan Daerah 

Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 tentang

■ Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang- Penjabaran. Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; *

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

' ■ ' Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun-2003 tentang Keuangan

: Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Rèpublik Indonesia Tahun . 2004

i Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);

; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5240);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran. Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);



Menetapkan :

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 

Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 18);

21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2019 Nomor 92), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 102 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 

2019 Nomor 102);

22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019, terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 387.763.013.239,00

b. Dana Perimbangan Rp 1.358.762.557.968,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 432.884.135.503,00

Jumlah Pendapatan Rp ; 2.179.409.706.710,00



Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 947.080.009.638,00

2) Belanja Hibah Rp: 63.649.583.378,00

3) Belanja Bantuan Sosial Rp 13.455.000.000,00

4) Belanja Bagi Hasil Rp 17.923.459.000,00

5) Belanja Bantuan Keuangan RP 340.202.486.981,00

6) Belanja Tidak Terduga Rp 615.170.568,00

Rp 1.382.925.709.565,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 6.438.315.300,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 585.767.169.357,00

3) Belanja Modal Rp 286.884.774.876,00

Rp 879.090.259.533,00

Jumlah Belanja Rp 2.262.015.969.098,00

Surplus/(Defisit) (Rp 82.606.262.388,00)

Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 290.053.215.647,00

b. Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 280.053.215.647,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp 197.446.953.259,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 13 Juli 2020 

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR 
KegalarBagian Hukum


